Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Doktrin unjust enrichment dalam putusan-putusan pengadilan = The
doctrine of unjust enrichment in court judgements

Y osepin, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20474776& |okasi=|okal

Skripsi ini membahas tentang doktrin unjust enrichment yang telah dikena pertamakali di negara-negara
common law. Doktrin tersebut merupakan perluasan dari gugatan perdata yang sudah ada yaitu wanprestas
dan Perbuatan Melawan Hukum PMH . Setelah penerapan doktrin tersebut diakui pada negara-negara
common law, negara-negara civil law mulai mengenal doktrin unjust enrichment. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat
yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Di Perancis
diatur secara khusus di dalam France Civil Code padatahun 1892 di Buku |11 Pasal 1303. Begitu jugadi
Belanda diatur di dalam Dutch Civil Code tahun 1992 di Buku 6 Bab 4 Pasal 212. Sedangkan di Indonesia,
belum diatur secara khusus mengenai doktrin unjust enrichment dalam ketentuan undang-undang. Namun
bukan berarti Indonesiatidak mengenal doktrin ini. Terdapat salah satu konsep unjust enrichment secara
tersirat dalam pasal 1359 KUHPerdata. Dalam pengaturannya di pasal 1359 KUHPerdata menjelaskan
bahwa dapat dituntut kembali suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Isi dari pasal tersebut tergambar
dari beberapa putusan maupun penetapan pengadilan seperti putusan nomor 1749 K/Pdt/2010, penetapan
nomor 253/Pdt.P/2014/PNSkt, dan putusan nomor 732 K/Pdt/2013. Skripsi ini berisi tentang sejarah doktrin
unjust enrichment serta tantangan dan hambatan dalam menerapkan doktrin unjust enrichment dalam
putusan-putusan pengadilan.

<hr>This thesis discusses about the unjust enrichment doctrine has been first recognized in common law
countries. It isan extension of existing civil lawsuits such as event of default and tort. After the
implementation of the unjust enrichment doctrine is recognized in common law countries, civil law
countries are beginning to recognize the unjust enrichment doctrine as well. The research method used in
this paper is library research method with secondary datathat isjuridical normative, which is a research that
refers to the legal norms appeared in legislations and norms that bind the society. Unjust enrichment has
been specially regulated in the French Civil Codein 1892 in Book 111, Article 1303. Similarly, in the
Netherlands, unjust enrichment has been regulated in the Dutch Civil Code of 1992 in Book 6, Chapter 4,
Article 212. While in Indonesia, unjust enrichment has not been specifically regulated in the regulations of
the law. But that does not mean Indonesia does not recognize this doctrine. The unjust enrichment doctrine
implicitly appeared in Article 1359 of Indonesian Civil Code. Article 1359 of the Indonesian Civil Code
explains that each payment which was not made pursuant to a debt may be reclaim. This article triesto
explain how this doctrine to be implemented in the court decisions. What the court considerationsin
implemented such doctrine. What are the opportunities and challenges of such doctrine to be implemented in
Indonesia.
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